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WALIKOTA SUBULUSSALAM

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 48
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019-2024

Menimbang

ATAS RAAMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tenfang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan
berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Subulussalam Tahun 2019-2024 sebagaimana telah
diubah dengan dengan Qanun Kota Subulussalam
Nomor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2019-
2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada
huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas
Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 48 Tahun
2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam
tahun 2019 - 2024,

Kompleks Perkantoran Desa Lae Oram Kec.Simpang Kiri, Kode Pos 24782 Kota Subulussalam

Email sandi.kot
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Mengingat
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pendemi Corona Virus Disease
2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516); R

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaai. Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Unda.ng—Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757 Ji

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan (Lembaran  Negara -
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pémerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Le:abaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasar
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasicnal (RPJMN) Tahun 2020 - 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
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dan Nowmenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2020 tentang  Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomoer 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun |
2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan -
Inventerisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun
2012-2032. (Lembarar Aceh Tahun 2012 Nomor 9;
Ta.abahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033
(Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 62);

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus
(Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 102);

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-
2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026
(Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Subulussalam Tahun 2014 - 2034. (Lembaran Daerah
Kota Subulussalam Tahun 2014 Nomor 3);



Menetapkan

35. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Pemerintah Kota Subulussalam (Lerabaran
Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam
Nomor 85);

36. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota
Subulussalam Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 1);

37. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kota Subulussalam Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kota Subuiussalam Tahun 2023
Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SUBULUSSALAM NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2019-2024.

Pasal I
Beberapa  ketentuan  dalam Peraturan = Walikota
Subulussalam Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Subulussalam Tahun 2019 - 2024 (Berita Daerah Kota
Subulussalam Tahun 2021 Nomor 48), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota
Subulussalam Tahun 2019-2024 merupakan dokumen
perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota
Subulussalam berpedoman pada Perubahan RPJDM
Kota Subulussalam tahun 2019-2014.

(3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota
Subulussalam Tahu 2019-2024 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sampai dengan

Tahun 2024.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat ,
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
(1) Penjabaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024
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(2)

(3)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun
dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 . PENDAHULUAN;

BAB 1I : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH;

BAB Il : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN;

BAB . PENUTUP.

VIII

Penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2019-2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perubahan Renstra
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Subulussalam, meliputi :

Sekretariat Daerah ;

Sekretariat DPRK;

Inspektorat;

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia; '

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu;

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan;

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UKM;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Pangan;
. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Pertanahan;

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Dinas Perhubungan;

Dinas Korunikasi dan Informatika;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Sosial,;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan KB;
. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
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aa. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
bb. Rumah Sakit Umum Daerah;
cc. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
dd. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
ee. Sekretariat Baitul Mal;
ff. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
gg. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
hh. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
ii. Kecamatan Simpang Kiri;
. Kecamatan Rundeng;
kk. Kecamatan Penanggalan;
1. Kecama’an Sultan Daulat;dan
mm. Kecamatan Longkib

Pasal iI

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Walikota  ini dengan
penempatannya pada Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam
pada tanggal : _24 Februari 2023 M
04 Rajab 1444 H

%FAN ALFIAN

Diundangkan di : Subulussalam
pada tanggal 1 24 Februari 2023 M
04 Rajab 1444 H

aEKRETARIS DAERAH

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 NOMOR 2




